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MOTTO 
 
Nabi Muhammad SAW bersabda: “Ada 3 (tiga) golongan Hakim. 
Golongan pertama masuk surga, mereka yang mengetahui kebenaran dan 
mememutus perkara berdasarkan kebenaran. Golongan kedua masuk neraka, 
mereka mengetahui kebenaran tetapi ia curang dalam memutuskan suatu perkara. 
Golongan ketiga juga masuk neraka, mereka yang memutus perkara atas dasar 
ketidaktahuan/ kebodohan. (Hadits riwayat Abu Daud).  
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setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z/ Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...' ... Apostrop 
ى Ya Y Ye 
 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
x 
 
 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى ……أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ...... أ Fathah dan wau Au a dan u 
    
   Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ي …….أ Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي …… أ Kasrah dan ya i> i  dan garis di atas 
و  ……. أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xi 
 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup  
 Ta Marbutah atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati  
 Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata itu terpisah  
maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ةضور لافطلأا  Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul 
atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi 
ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
xii 
 
1. انّبر Rabbana 
2, لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu لا  . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  ditrasliterasikan  
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan huruf yang sama   
dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang itu.  Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  ditrasliterasikan sesuai dengan 
aturan  yang digariskan di depan  dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata 
yang mengikuti  dan dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditranslitesaikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir  kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  
dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  Perhatikan contoh-contoh berikut ini:  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta'khuduna 
3. ؤنلا An-Nau'u 
 
xiii 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka  
yang ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan tersebut  
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan.  
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
 امو دحمم لاإ لوسر  Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 دمحلا لله بر نيملاعلا  Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi’il, isim  maupun huruf  ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang 
sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  
yang dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya  bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan.  
Contoh:  
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
 نإو للها وهل نيقزارلاريخ  Wa innallaha lahua khair ar-
ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-~ra>ziqi>n 
 
xiv 
 
 اوفوأف لاليك نازيملاو  Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ 
Fa auful-kaila wal mi>za>na  
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ABSTRAK 
Khusna Safira, NIM: 132121052, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan 
Agama Sragen  Tentang Kedudukan Saksi Keluarga Atau Orang Dekat 
Dalam Perkara Perceraian Atas Alasan Pertengkaran Terus Menerus”. 
 
Pemeriksaan saksi keluarga atau orang dekat dalam perkara perceraian 
dengan alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, maka tata cara 
pemeriksaannya adalah di samping tunduk kepada ketentuan  hukum  acara  
perdata umum, juga harus tunduk pada tata cara mengadili seperti yang digariskan 
pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
Pasal tersebut merupakan aturan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 
145 dan 146 HIR/172 dan 174 R.Bg, yang mendudukan keluarga sedarah dan 
semenda, dalam kelompok orang yang harus didengar kesaksiannya. Sesuai asas 
“Lex Spesialis Derogate Lex Generalis”. Kedudukan pihak keluarga atau orang 
dekat sebagai saksi, juga harus tunduk pada ketentuan yang mengatur tentang 
kewajiban-kewajiban saksi, sebagaimana tersebut dalam HIR maupun R.Bg. 
Maksudnya kedudukan keluarga atau orang dekat dalam perkara ini sebagai saksi, 
bukan hanya sebagai orang yang sekedar memberikan keterangan saja atau orang 
yang diminta oleh hakim dalam rangka upaya perdamaian bagi para pihak, 
melainkan memberi keterangan sebagai “saksi”, mereka didudukkan secara formil 
dan matriil menjadi saksi. Secara formil, keluarga atau orang dekat dalam 
memberikan keterangan harus memenuhi kewajiban-kewajiban menurut hukum, 
yaitu kewajiban untuk menghadap di persidangan, untuk bersumpah sebelum 
memberi keterangan dan memberikan keterangan yang benar. Mendudukan 
keluarga atau orang dekat sebagai saksi dalam perkara perceraian karena alasan 
ini  bersifat khusus. Kata-kata “harus” berarti bahwa pemeriksaan terhadap 
keluarga atau orang dekat dengan suami isteri “wajib” (bersifat imperatif), 
sebelum hakim menjatuhkan putusan.  
 
Kata kunci: Pengadilan Agama Sragen, kedudukan saksi keluarga atau orang 
dekat, perceraian, pertengkaran terus menerus. 
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ABSTRACT 
Khusna Safira, NIM: 132121052, “Analysis Of The Decisions Of The 
Sargen Religious Court judge About The Position Of The Witnesses Of The 
Family Or Close People In The Case Of Divorce For The Reason For The 
Ongoing Argument”. 
 
Examination of family witneses or close people in divorce cases on the 
grounds of continuous quarrels and disputes the procedure for the examination is 
in addition to being subject to the provisions of the general civil procedural law, it 
must also be subject to the procedure of judging as outlined in Article 76 
Paragraph (1) of Law  No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts. The article 
is an exclusionary rule of what is stipulated in articles 145 and 146 HIR/172 R.Bg, 
which places families as blood or fines, in groups of people whose testimony 
cannot be heard absolutely, to be a group of people whose testimony must be 
heard. According to the principle “Lex Specialist Derogate Lex Generalis”. The 
position of the family or close person as a witness must also be subject to the 
provisions governing the obligations of witnesses, as stated in the HIR and T.Bg. 
It means the position of the family or close people in the case as a witness, not as 
a person who merely gives information or the person requested by the judge in the 
framework of the peace efforts of the litigant parties, but gives a statement as a 
“witness”. The were formally and matrially occupied as witness. Formally the 
family in giving information must fulfill the obligations according to the law, 
namely, the obligation to face or come to fulfill the summons at the hearing, to 
swear before giving a statement and to give correct information. The purpose of 
occupying a family or close person as a witness in a matter of justice for reasons 
of continuous quarrels, is of a special nature. The words “must” mean that 
examination of a family or close person with a “compulsory” (imperative) 
husband and wife, before the judge decides.  
 
Notes: Sargen Religious Court, the position of the witnesses of the family or close 
people, divorce, the ongoing argument. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Salah satu wewenang Pengadilan Agama ialah bidang perkawinan dan 
berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) bidang perkawinan tersebut diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan salah 
satu di antaranya adalah masalah perceraian.1  
Dalam perkara perceraian harus didasari alasan-alasan yang jelas 
sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 
kemudian diulang lagi dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. 
Alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus 
yang berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah alasan yang paling banyak dijadikan 
alasan perceraian dibanding dengan alasan-alasan perceraian yang lain. 
Perceraian dengan alasan ini, yang dijadikan alat bukti di persidangan adalah 
alat bukti saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami 
istri. Alat bukti saksi tersebut adalah saksi yang melihat, mendengar, 
mengetahui, atau mengalami sendiri suatu peristiwa dan ini sama artinya 
dengan mendengarkan penjelasan seseorang dalam rangka mencari kebenaran 
atas suatu perkara.  
 
1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 
2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400). 
2 
 
Pembuktian saksi dari pihak keluarga dan orang dekat di dalam  
perkara perceraian diatur dalam pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan 
perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009. “Apabila gugatan perceraian 
didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian 
harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang- 
orang yang dekat dengan suami isteri”.2 
Sementara menurut ketentuan pasal 145 HIR ayat (1), disebutkan 
orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, hubungan jabatan atau 
karena faktor lain tidak dapat didengar sebagai saksi, ialah : 
a) Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan menurut keturunan 
yang lurus dari salah satu pihak. 
b) (R.Bg.), saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan keponakan 
di dalam daerah Keresidenan Bengkulu, Sumatra Barat dan Tapanuli 
kalau hak waris diatur menurut adat setempat. 
c) Isteri/suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai. 
d) Anak-anak yang tidak dapat diketahui benar apakah umurnya sudah 
cukup 15 tahun. 
e) Orang gila meskipun kadang-kadang terang ingatannya.3 
 
Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 145 HIR ayat (2), menyebutkan 
bahwa “…….. kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat 
ditolak sebagai saksi di dalam perkara perselisihan kedua belah pihak ……”.4  
Dalam ketentuan pasal ini hakim tidak mewajibkan para pihak menghadirkan 
saksi dari keluarga tetapi kalau para pihak menghadirkannya di persidangan 
maka hakim tidak boleh menolak. 
 
2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ……. 
 3 Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI, Kumpulan 
Peraturan Perundang-undangan ……, hlm. 70. 
 4 Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI, Kumpulan 
Peraturan Perundang-undangan ……., hlm. 70. 
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Aturan-aturan tersebut diatas seperti ada pertentangan (kontradiktif) 
satu dengan lainnya. Dalam pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan 
kedua UU No. 50 Tahun 2009 disebutkan, apabila gugatan perceraian 
didasarkan atas alasan pertengkaran terus menerus, maka yang dijadikan saksi 
adalah pihak keluarga atau orang dekat dengan suami isteri, sedangkan 
ketentuan pasal 145 HIR/172 R.Bg, menyebutkan bahwa orang yang 
mempunyai hubungan kekerabatan atau faktor hubungan kedekatan yang lain 
tidak dapat didengar sebagai saksi.  
Contoh 2 (dua) perkara perceraian yang alasanya karena pertengkaran 
terus menerus dan saksinya dari pihak keluarga atau orang dekat, yang telah 
diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, yaitu : 
 
 Pertama, perkara nomor 1095/Pdt.G/2017/PA.Sr. Dalam perkara tersebut 
seorang wanita bernama Sri Muryani binti Sihab (penggugat) melawan 
seorang laki-laki bernama Tri Sardjono bin Joko Santoso (tergugat). Dalam 
putusannya Pengadilan mengabulkan gugatan penggugat. Proses pembuktian 
dalam perkara ini kedua belah pihak menghadirkan saksi-saksi, dari pihak 
penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Ruwi binti Sopawiro (ibu 
kandung penggugat) dan Rina Taufik binti Sukiman (saudara sepupu 
penggugat). Sedangkan dari pihak tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang 
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saksi, yaitu Joko Purnomo bin Sunarto (teman dekat tergugat) dan Krisnadi 
bin Marino (teman kerja tergugat).5 
 Kedua, perkara nomor 1377/Pdt.G/2017/PA.Sr. Dalam perkara tersebut 
seorang laki-laki bernama Didik Suwanto bin Paniman (pemohon) melawan 
seorang perempuan bernama Dewi Retno Wulandari binti Hadi Sunarto 
(termohon), dalam putusan tersebut Pengadilan mengabulkan permohonan 
pemohon. Proses pembuktian dalam perkara ini kedua belah pihak 
menghadirkan saksi, dari pihak pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, 
yaitu Paniman bin Karto Sentono (ayah kandung pemohon) dan Bejo bin 
Sokariyo (tetangga dekat pemohon). Dari pihak termohon juga menghadirkan 
2 (dua) orang saksi, yaitu Kusnadi bin Partorejo (ayah kandung termohon) dan 
Ari Wibowo bin Wagino (tetangga termohon).6 
Dalam kedua kasus perkara tersebut di atas, bagaimana hakim 
menerapkan aturan-aturan tersebut di dalam memeriksa perkara perceraian 
karena alasan pertengkaran terus menerus. Satu sisi harus menghadirkan saksi 
dari pihak keluarga atau orang dekat (pasal 76 ayat 1), pada sisi yang lain 
justru orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan 
kedekatan yang lain tidak dapat didengar sebagai saksi (pasal 145 HIR). 
Kemudian bagaimana pula hakim mendudukan saksi-saksi tersebut, apakah 
harus disumpah selayaknya saksi yang harus bersumpah (sesuai tata cara 
 
5 Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1095/Pdt.G/2017/PA.Sr. Perihal Putusan 
Cerai Gugat, 19 Desember 2017. 
6 Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1377/Pdt.G/2017/PA.Sr. Perihal Putusan 
Cerai Talak, 04 Desember 2017. 
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ajaran agamanya) sebelum memberikan keterangan? Atau, hanya sekedar 
memberikan keterangan tanpa harus disumpah? 
Untuk itu, dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana kedudukan 
saksi keluarga atau orang-orang yang dekat serta bagaimana penerapannya di 
dalam praktek di Pengadilan Agama Sragen khususnya dalam perkara nomor 
1095/Pdt.G/2017/PA.Sr. dan 1377/Pdt.G/2017/PA.Sr. 
Atas dasar tersebut, maka penulis menuangkannya dalam bentuk 
skripsi dengan judul: “Analisis Putusan Pengadilan Agama Sragen Tentang 
Kedudukan Saksi Keluarga Atau Orang Dekat Dalam Perkara Perceraian Atas 
Alasan Pertengkaran Terus Menerus”. 
B. Rumusan  Masalah 
Untuk memfokuskan kajian, maka dalam penelitian ini penulis 
memusatkan pada dua rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pendapat hakim dalam menyikapi pasal 76 ayat (1) UU No. 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 
Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009 dengan pasal 
145 HIR ayat (1)? 
2. Bagaimana kedudukan saksi keluarga atau orang dekat dalam perkara 
perceraian atas alasan pertengkaran yang terus menerus khususnya dalam 
perkara nomor 1095/Pdt.G/2017/PA.Sr. dan 1377/Pdt.G/2017/PA.Sr. di 
Pengadilan Agama Sragen? 
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C. Tujuan penelitian 
Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab rumusan 
masalah yang telah diajukan, dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pendapat hakim dalam menyikapi pasal 76 ayat (1) UU 
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009 dengan pasal 
145 HIR ayat (1). 
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi keluarga atau orang dekat 
dalam perkara perceraian atas alasan pertengkaran yang terus menerus 
khususnya dalam perkara nomor 1095/Pdt.G/2017/PA.Sr. dan 
1377/Pdt.G/2017/PA.Sr. di Pengadilan Agama Sragen. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
1. Manfaat Teoritis 
Dengan penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan 
pengetahuan dalam hukum keluarga Islam dan menjadi bahan referensi 
bagi penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya 
mengenai permasalahan-permasalahan dalam bidang perkawinan. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan bahan masukan, saran dan gagasan pemikiran kepada 
semua pihak khususnya Pengadilan Agama Sragen. 
b. Memperluas dan mengembangkan pola pemikiran dan penalaran 
sekaligus untuk mengimplementasikan ilmu bagi penulis.  
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E. Kerangka Teori 
Analisis putusan hakim pengadilan agama sragen tentang kedudukan 
saksi keluarga atau orang dekat dalam perkara perceraian atas alasan 
pertengkaran terus menerus 
Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim 
pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Di 
dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "Perceraian hanya dapat 
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama 
tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".7 
Dalam putusan nomor 1095/Pdt.G/2017/PA.Sr. dan 1377/Pdt.G/2017/ 
PA.Sr. saksi yang digunakan, ialah ibu kandung, ayah kandung, teman dekat, 
dan tetangga. Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Sragen dan 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disebutkan di dalam pasal 76 ayat 
(1) UU No. 7 Tahun 1989  tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU 
No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, 
bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan pertengkaran yang 
terus menerus (syiqaq), maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus 
didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang 
yang dekat dengan suami istri,8  dan berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menjelaskan “Gugatan tersebut dalam 
ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai 
 
7 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, 
Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI,(Jakarta, 1998/1999), hlm. 56. 
8 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama….. 
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sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, setelah mendengar pihak 
keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”.9 
Keberadaan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah 
dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 
2009 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas dasar alasan 
pertengkaran yang terus menerus (syiqaq) dan tidak berlaku untuk perceraian 
di luar alasan tersebut. Artinya, keluarga atau orang dekat didudukan sebagai 
saksi hanya berlaku bagi dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan 
pertengkaran yang terus menerus, dan bukan perceraian atas alasan lain.  
 
F. Tinjauan Pustaka 
Sebelum Penulis mengadakan pengkajian dalam bentuk skripsi ini, 
belum banyak penelitian yang mengkaji tentang masalah sejenis, yaitu 
kedudukan saksi keluarga atau orang dekat dalam perkara perceraian atas 
alasan pertengkaran terus menerus, yang dilakukan oleh para peneliti. Namun 
penulis dapat menemukan skripsi yang berkaitan dengan alat bukti saksi 
keluarga atau orang dekat dalam perkara perceraian yang diakibatkan atas 
alasan pertengkaran yang terus menerus, yaitu: 
Pertama, skripsi dari sdri. Anna Iffah yang berjudul “Saksi Keluarga 
Dalam Upaya Pembuktian Perceraian karena Faktor Ekonomi di Pengadilan 
Agama Kajen (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2000), 
 
9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050). 
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Fakultas Syariah IAIN Surakarta.10 Dalam skripsinya, sdri. Anna Iffah 
memfokuskan tentang penyebab terjadinya pertengkaran yang terus menerus. 
Dalam kasus ini, masalah ekonomi adalah penyebab terjadinya pertengkaran 
hingga berujung kepada perceraian. Yang diteliti oleh penulis dalam skripsi ini 
adalah penyebab pertengkarannya yaitu faktor ekonomi, karena tidak semua 
keluarga yang kesulitan ekonomi akan bertengkar hingga berakhir dengan 
perceraian. Skripsi dari sdri. Anna Iffah tersebut yang diteliti adalah penyebab 
terjadinya pertengkaran terus menerus yang berujung pada perceraian, dalam 
kasus ini yang menjadi penyebab pertengkaran adalah faktor ekonomi. 
Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada analisis 
terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sragen tentang kedudukan saksi 
keluarga atau orang dekat dalam perkara perceraian atas alasan pertengkaran 
yang terus menerus, khususnya dalam perkara nomor 1095/Pdt.G/2017/PA.Sr. 
dan 1377/Pdt.G/2017/PA.Sr. Jadi penekanannya dalam skripsi penulis ini 
adalah faktor penyebab pertengkarannya dapat dipicu dari berbagai sebab 
seperti faktor ekonomi, salah satu pihak berselingkuh atau faktor lainnya yang 
memicu terjadinya pertengkaran terus menerus hingga berakhir pada 
perceraian. 
Kedua, skripsi sdri. Khusnul Khotimah yang berjudul “Kedudukan Alat 
Bukti Saksi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Agama 
 
10 Anna Iffah, Saksi Keluarga Dalam Upaya Pembuktian Perceraian karena Faktor 
Ekonomi di Pengadilan Agama Kajen (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 
2000), Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2012. 
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Salatiga”, Fakultas Syari’ah UIN Walisongo.11 Dalam skripsinya sdri. 
Khusnul Khotimah memfokuskan tentang kedudukan alat bukti saksi dan 
kekuatan hukumnya. Kekuatan bukti saksi terletak pada keterangan yang 
diberikan secara langsung tentang peristiwa yang didengar, dilihat atau 
kejadian yang dialaminya sendiri.  
Kesaksian dianggap sempurna bila disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi 
atau lebih yang saling bersesuaian namun apabila pembuktian tersebut 
disampaikan hanya oleh 1 (satu) orang saksi, maka kesaksisan tersebut belum 
mempunyai nilai dalam pembuktian dan nilai kesaksian, karena satu saksi 
belum dianggap saksi sebagaimana asas “Unus testis Nullus Testis” (satu saksi 
bukan saksi). Apabila terjadi hanya 1 (satu) orang saksi, maka harus 
dilengkapi dengan bukti lain yang mempunyai kekuatan pembuktian yang 
tidak kalah dengan alat bukti saksi, yaitu sumpah. Jadi dalam skripsi ini sdri. 
Khusnul Khotimah menitik-beratkan kepada kekuatan alat bukti saksi bila 
disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi atau lebih yang saling bersesuaian akan 
menjadi pembuktian yang sempurna, namun apabila alat bukti tersebut 
disampaikan hanya oleh 1 (satu) orang saksi, maka belum mempunyai 
kekuatan pembuktian, maka harus ditambah dengan alat bukti lain yang salah 
satu diantaranya adalah sumpah supletoir (sumpah tambahan).  
Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada analisis 
terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sragen tentang kedudukan saksi 
keluarga atau orang dekat dalam perkara perceraian atas alasan pertengkaran 
 
11 Khusnul Khotimah, Kedudukan Alat Bukti Saksi dalam Proses Pemeriksaan Perkara 
Perdata di Pengadilan Agama Salatiga, Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, 2012. 
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yang terus menerus, khususnya dalam perkara nomor 1095/Pdt.G/2017/PA.Sr. 
dan 1377/Pdt.G/2017/PA.Sr. Jadi penekanannya dalam skripsi penulis ini 
adalah kedudukan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat (bukan orang 
lain) dalam perceraian karena alasan pertengkaran terus menerus.  
 
G. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 
menyusun proposal skripsi ini, ialah : 
 
1. Jenis Penelitan 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 
penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk meneliti data 
berkenaan dengan kedudukan saksi keluarga dalam perkara perceraian atas 
pertengkaran yang terus menerus, dilakukan penerapan pendekatan secara 
yuridis normatif. 
Menurut kamus hukum, kata “yuridis” artinya “menurut hukum” 
atau “secara hukum”.12 Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti 
mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu 
pandangan atau pendapat dari segi hukum. Sedangkan kata "normatif" 
artinya berpegang teguh pada norma, yaitu menurut norma atau kaidah yang 
berlaku.13  Jadi secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 
mengkaji fakta-fakta sesuai norma dan kaidah yang berlaku di dalam 
 
12 Departemen Pendidikan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, Cetakan Ketiga, 1990), hlm. 1016. 
13 Ibid, hlm. 618. 
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masyarakat (pencari keadilan) yang berhubungan dengan permasalahan 
yang dimaksud. 
 
2. Sumber Data 
Untuk mendapatkan data-data yang dapat dipertanggung-jawabkan 
kebenarannya di dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan jenis 
data dan sumber data yang berasal dari : 
a. Sumber Data Primer. 
Pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam 
penelitian ini pihak yang terkait, yaitu hakim dan panitera muda 
Pengadilan Agama Sragen, karena penelitian yang dilakukan 
bersumber pada hasil wawancara, dokumentasi dengan hakim di 
Pengadilan Agama Sragen. 
b. Sumber Data Sekunder. 
Jenis data yang mempunyai hubungan erat dan secara langsung 
mendukung sumber data primer yang diperoleh dari keterangan atau 
pengetahuan yang secara tidak langsung diperoleh melalui undang-
undang, buku, jurnal, artikel serta karya ilmiah yang relevan. 
3. Teknik Pengumpulan Data. 
a. Wawancara. 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 
wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden dalam 
hal ini adalah Hakim Pengadilan Agam Sragen dan Panitera Muda 
Hukum Pengadilan Agama Sragen terutama yang memutus perkara 
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nomor 1095/Pdt.G/2017/PA.Sr. dan 1377/Pdt.G/2017/PA.Sr., baik lisan 
maupun tulisan atas sejumlah data yang diperlukan.  
b. Dokumentasi. 
Yaitu data-data yang diperoleh penulis dari dokumen di tempat penelitian 
seperti photo, surat, dokumen dan lain-lain selama melakukan penelitian. 
 
4. Teknik Analisis Data. 
a. Metode Deskriptif 
Penelitian deskriptif dipusatkan pada masalah actual sebagaimana pada 
saat penelitian berlangsung.14 Pada metode deskriftip ini penulis 
berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat 
perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa 
tersebut. 
b. Metode Deduktif 
Dalam metode ini merupakan penarikan kesimpulan dari penyajian 
tentang putusan pengadilan agama sragen tentang kedudukan saksi 
keluarga atau orang dekat dalam perkara perceraian atas alasan 
pertengkaran terus menerus. 
Setelah penulis mendapatkan data-data yang diperlukan, langkah 
penulis selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan analisis 
kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap data yang telah 
didapat dengan mengacu kepada Undang- Undang. 
 
 
14   Juliansyah Noor,Metodologi Penelitian…hlm.35. 
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H. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran berkenaan dengan penelitian ini, maka 
sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut: 
Bab I, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjuan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II, yakni tinjauan umum tentang perceraian dan alat bukti saksi, 
yang terdiri dari sub A yaitu tentang perceraian, yang membahas tentang 
pengertian perceraian, alasan perceraian dan jenis perceraian. sedangkan sub B 
terdiri dari alat bukti saksi dalam perkara perceraian, yang membahas tentang 
alat buti saksi dan saksi sebagai alat bukti dalam perkara perceraian. 
Bab III, berisi tentang gambaran umum pengadilan agama sragen dan 
pemeriksaan saksi keluarga atau orang dekat dalam perkara perceraian di 
pengadilan agama sragen, yang terdiri dari sub A berisi tentang gambaran 
umum pengadilan agama sragen yang meliputi keadaan geografis, sejarah 
singkat, visi dan misi, uraian tugas serta prosedur berperkara. sedangkan sub B 
berisi tentang pemeriksaan alat bukti saksi keluarga atau orang dekat dalam 
perkara perceraian atas alasan pertengkaran yang terus menerus (  ْقاَقِش), yang 
meliputi pemeriksaan saksi dalam perkara perceraian dan pemeriksaan 
kedudukan saksi keluarga atau orang dekat dalam perkara perceraian atas 
alasan pertengkaran terus menerus (  ْقاَقِش). 
Bab IV, yakni analisis kedudukan saksi keluarga atau orang dekat 
dalam perkara perceraian atas alasan pertengkaran terus menerus di 
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pengadilan agama sragen, yang terdiri dari sub A berisi ringkasan kasus dan 
sub B berisi analisa kedudukan saksi keluarga atau orang dekat dalam perkara 
perceraian atas alasan pertengkaran terus menerus di pengadilan agama sragen 
Bab V, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, saran-saran 
dan kata penutup. 
 
---- 
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BAB   II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN ALAT BUKTI SAKSI 
 
A. Perceraian 
1. Pengertian Perceraian 
 Sebelum membahas lebih lanjut tentang kedudukan saksi keluarga atau 
orang dekat di dalam perkara perceraian karena alasan pertengkaran terus 
menerus, kiranya perlu disinggung terlebih dahulu mengenai pengertian 
perceraian, karena itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masalah yang 
dibahas dalam skripsi ini. 
 Secara umum pengertian perceraian adalah putusnya suatu perkawinan.  
Dalam KUH Perdata (BW) pada Bab Ke Sepuluh Bagian Kesatu dipakai istilah 
"Pembubaran Perkawinan".1 Dalam pembubaran perkawinan (perceraian) dapat 
dikarenakan kematian dan perceraian (cerai hidup). 
Menurut Prof. Subekti, SH. menyatakan, bahwa perceraian ialah 
penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak 
dalam perkawinan itu. 2 
Masalah perceraian sudah biasa menjadi perbincangan di tengah 
masyarakat karena dalam kenyataannya tidak semua perkawinan bisa langgeng 
hingga akhir hayat tetapi ada juga yang mesti berakhir dengan perceraian, apalagi 
jika sebuah perkawinan kondisinya sudah parah dan tidak berfungsi lagi sebagai 
tempat pembinaan keluarga. 
 
1  Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta, 
Pradnya Paramita, 2001, Cet. 31), hlm. 46. 
2  Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta, Intermasa, 1980, Cet. XV), hlm. 42. 
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Tujuan perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 UU 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3 
Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. 
Hal tersebut ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf (e) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut : 
“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal 
dan sejahtera kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk 
memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus 
dilakukan di depan Sidang Pengadilan”.4 
 
Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan tidak sedikit perceraian itu disebabkan oleh hal-hal yang sepele atau 
karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Apabila keadaan seorang 
isteri yang merasa terpaksa oleh keadaan “harus” bercerai dengan suaminya, tidak 
semudah seperti suami akan bercerai dengan isterinya. Sehingga sering terjadi 
seorang isteri yang masih berstatus sebagai seorang isteri tetapi dalam 
kenyataannya tidak mendapatkan lagi haknya selayaknya seorang isteri. 
Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensip atas undang-undang 
tersebut, maka harus pula melihat latar belakang historis mengapa undang-undang 
tersebut diundangkan. Masyarakat Indonesia, khususnya (sebagian) masyarakat 
Islam ada gejala praktek perkawinan dan perceraian itu didasarkan pada 
penerapan urusan pribadi tanpa campur tangan penguasa. Faham yang demikian 
 
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3050). 
4 Ibid. 
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itu tentu tidak benar dan tidak tertib hukum. Ketidaktertiban itu yang diberantas 
melalui UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui peraturan tersebut 
campur tangan penguasa diikutsertakan dalam setiap perkawinan dan perceraian.5 
 
2. Alasan Perceraian. 
Undang-undang Perkawinan menganut asas yang salah satunya adalah 
untuk mempersulit perceraian, disamping mempunyai misi meniadakan praktek 
terjadinya “cerai liar”. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
menegaskan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 
Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak”.6 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berusaha 
mengendalikan perceraian dan sedapat mungkin menekan angka perceraian. 
Pembuat undang-undang menyadari bahwa perceraian dilakukan tanpa kendali 
akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada suami istri, tetapi juga kepada 
anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik. 
Perceraian hanya akan terjadi, apabila terdapat salah satu alasan seperti 
yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan. Alasan-alasan yang 
dimaksud, tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974, kemudian diulang lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 
9 tahun 1975, sebagai berikut : 
 
5 Muhammad Harits, Hakim Pengadilan Agama Sragen, WawancaraPribadi, 6 
Agustus2018, Jam 13.00-16.00. WIB. 
6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan….. 
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a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah 
atau karena hal lain di luar kemauannya; 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain; 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai 
suami/isteri; 
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga.7 
 
Selain alasan-alasan tersebut di atas, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam 
menambahkan dengan 2 (dua) point alasan percaraian lagi dan ini hanya berlaku 
bagi orang Islam, yaitu : 
g. Suami melanggar taklik talak; 
h. Peralihan  agama   atau   murtad  yang   menyebabkan   terjadinya 
ketidakrukunan dalam rumah tangga.8 
 
Taklik talak sebagaimana maksud huruf (g) adalah, talak yang digantung 
dengan sesuatu, yang diucapkan suami setelah akad nikah (ijab-qabul). Jenis 
perceraian yang digantung dengan sesuatu (taklik talak) ini dalam hukum Islam 
hanya diperuntukan bagi suami. 
Pengucapan taklik talak oleh suami tidak suatu keharusan, tetapi hanya 
bersifat anjuran dari Petugas Pencatat Nikah (PPN). Diucapkannya taklik talak ini 
 
7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1975 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050). 
8 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, 
Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI, (Jakarta, 1998/1999), hlm. 56.  
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bertujuan untuk memberikan ketenangan kepada isteri, bahwa suami akan 
memperlakukan isterinya dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) dan tidak berlaku 
sebaliknya. Apabila suami menolak tidak mau mengucapkan taklik talak, hal 
tersebut tidak bisa dipaksakan dan juga tidak mempengaruhi keabsahan dari 
pernikahan tersebut. 
3. Jenis Perceraian. 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membedakan 
suatu perceraian yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam dan 
perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya selain 
agama Islam. Bagi suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama 
dan kepercayaannya selain agama Islam tidak dibedakan antara gugatan 
perceraian yang datang (keinginan) dari pihak suami dengan gugatan perceraian 
dari pihak isteri. Akan tetapi bagi suami isteri yang melangsungkan perkawinan 
menurut agama dan kepercayaan agama Islam, hal tersebut dibedakan menjadi 2 
(dua) macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat.  
Ketentuan tersebut dapat dijumpai dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Penjelasan pasal 14 Peraturan Pemerintah 
tersebut, kemudian dipertegas lagi dengan ketentuan pasal 66 dan 73 UU No. 7 
Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 
dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa 
perceraian itu ada 2 (dua) macam, yaitu : 
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a. Cerai Talak. 
Istilah "Cerai Talak", belum dijumpai dalam Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974, tetapi telah disebutkan dalam Penjelasan pasal 14 Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan "Pasal ini berikut pasal 15, 
16, 17 dan 18 mengatur tentang cerai talak.9  Kemudian dalam UU No. 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan 
perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, secara spesifik menyebutkan 
kedua istilah tersebut (cerai talak dan cerai gugat) dalam Sub Bab yang tersendiri, 
yaitu Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2 dan Paragraf 3.10 
Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan Hukum Islam 
untuk memutuskan perkawinan (akad nikah) antara suami isteri. Pengertian talak 
tersebut dipahami oleh sebagian masyarakat Islam, seolah-olah hukum Islam 
memberi hak dan kewenangan yang tak terbatas bagi suami untuk menceraikan 
isterinya melalui lembaga talak. Hal tersebut terjadi dalam masyarakat Islam 
terutama di kalangan masyarakat awam. Sudah barang tentu, penyelewengan 
tersebut tidak bisa dibiarkan berlanjut demi menerbitkan dan menyejahterakan 
keluarga dalam masyarakat. Langkah penertiban itulah, salah satu yang 
diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 tahun 1975. Sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan dan Aturan 
Pelaksanaannya, kebolehan penggunaan talak diatur dan dibatasi dengan berbagai 
syarat yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan 
talak tidak lagi semata-mata “urasan pribadi” suami, tetapi sudah menjadi urusan 
 
9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan….. 
10     Ibid. 
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dan wewenang Pengadilan Agama untuk memberikan izin atau tidak, suami 
mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya. 
Menurut ketentuan pasal 66 ayat (1) jo. pasal 67 huruf (a) UU No. 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan 
perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, disebutkan "Seorang suami 
yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan 
kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak".11 
Dalam perkara cerai talak suami tidak bisa melakukan secara sepihak 
tanpa melibatkan istri, tetapi harus bersifat dua belah pihak dalam kedudukan, 
suami sebagai pihak “Pemohon” dan isteri sebagai pihak “Termohon” dan perkara 
ini bukan perkara volunter/permohonan (tidak ada pihak lawan), melainkan 
perkara contentius/gugatan (ada pihak lawan), dimana isteri didudukan sebagai 
subjek hukum yaitu "Termohon", yang memiliki hak sebagaimana layaknya 
"Tergugat" dalam perkara perdata pada umumnya. 
Pemeriksaan persidangan perkara cerai talak dilaksanakan dalam sidang 
tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 68 ayat (2) UU No. 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan 
perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, yang menyebutkan 
"Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup untuk 
umum”.12 Jika Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin 
didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan 
 
11  UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan UU No. 3 
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400). 
12    Ibid. 
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bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan. Isteri sebagai pihak Termohon 
diberi kesempatan melakukan upaya hukum (verzet, banding atau kasasi) selama 
14 hari sejak putusan tersebut dibacakan atau isi putusan tersebut diterimakan. 
Selanjutnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Pengadilan 
menetapkan hari sidang guna penyaksian sidang ikrar talak. 
 
b. Cerai Gugat. 
Masalah cerai gugat ini disebutkan dalam Penjelasan Pasal 20 Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sebagai berikut: 
“Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang 
melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami 
atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut 
agamanya dan kepercayaanya itu selain agama Islam”.13 
 
Lebih rinci mengenai cerai gugat, dapat dijumpai dalam UU No. 7 
Tahun1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 
dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, yang diatur dalam pasal 73 
sampai dengan 86. Pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa 
dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat 
adalah isteri dan sebagai pihak Tergugat adalah suami. 
Bila perkara cerai gugat dihubungkan dengan tata tertib beracara dalam 
hukum acara, maka cerai gugat benar-benar murni bersifat "contentius", yakni 
adanya pihak yang sama-sama sebagai subjek hukum yaitu isteri sebagai Penggugat 
dan suami sebagai Tergugat. Oleh karena gugatan tersebut bersifat contentios, maka 
 
13 Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelakanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050). 
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pemeriksaannya terdiri dari 2 subjek hukum yang saling berhadapan dan 
mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. 
Ada perbedaan dalam perkara cerai gugat dan cerai talak dalam kaitannya 
dengan tempat diajukannya perkara. Dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan 
kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat dapat diajukan di tempat 
tinggal Penggugat kecuali apabila Penggugat meninggalkan tempat kediaman 
bersama tanpa izin Tergugat, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : 
“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya ke Pengadilan 
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali 
apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman 
bersama tanpa izin Tergugat”.14 
 
Berbeda dengan peraturan sebelumnya yaitu pasal 20 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan, bahwa gugatan Penggugat 
diajukan ditempat kediaman Tergugat.15 Demikian pula aturan umum dalam 142 
R.Bg/118 HIR yang menyebutkan ; 
“Gugatan perdata dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan 
Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditanda tangani oleh 
Penggugat atau orang yang dikuasakan menurut pasal 147 R.Bg./123 HIR, 
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak 
tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat 
Tergugat sebenarnya berdiam”.16 
 
 
14 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama….. 
15  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050). 
16 Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI, Kumpulan, 
Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta, Yayasan Al-
Hikmah, 2001), hlm. 61. 
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Ketentuan khusus tersebut hanya berlaku untuk perkara cerai gugat, 
sedangkan perkara-perkara selain perkara cerai gugat kembali pada aturan umum 
yang tertuang di dalam ketentuan HIR/RBg. 
Ada bentuk lain dari perkara cerai gugat, yaitu yang disebut "khuluk" dari 
kata “khala’a” – “khul’an” )ا  عْلُخ – ََعلَخ(  artinya “menceraikan”,17  atau yang 
lazim disebut talak khul’i (talak tebus). Khuluk adalah talak (cerai dari suami) 
tetapi yang mengajukan adalah isteri. Pengertian khuluk menurut hukum Islam, 
ialah jatuhnya talak karena permintaan isteri dengan menebus talak tersebut dari 
suami atau mengembalikan mas kawin yang diterima. Termasuk juga talak khul’i 
yaitu cerai gugat diajukan atas dasar pelanggaran janji shighat taklik talak yang 
diucapkan oleh suami sesaat setelah ijab qabul dilaksanakan.  
 
B. Alat Bukti Saksi dalam Perkara Perceraian 
 
1. Alat Bukti Saksi 
 
Alat bukti adalah semua yang diajukan oleh pihak di depan persidangan 
untuk menguatkan dalil-dalil gugatan atau bantahan. Ada 5 (lima) macam alat 
bukti yang sah yang dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan. Perihal alat 
bukti tersebut diatur dalam pasal 164 HIR, yaitu (1) bukti dengan surat, (2) bukti 
dengan saksi, (3) persangkaan-persangkaan, (4) pengakuan dan (5) sumpah.18 
 
17 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1972), hlm. 
120. 
 18 Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI, Kumpulan 
Peraturan Perundang-undangan…, hlm. 74.         
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Saksi merupakan alat bukti yang penting, karena keterangan yang 
diberikan kepada hakim di persidangan berasal dari pihak ketiga yang melihat, 
mendengar atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Pada umumnya pihak ketiga 
dalam melihat suatu peristiwa lebih objektif dari pada pihak yang berkepentingan 
sendiri. Dalam keseharian, banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat 
atau tidak ada bukti tertulisnya, karena itu wajar apabila orang yang menyaksikan 
atau mengetahui tentang suatu peristiwa diangkat sebagai saksi, yang akan 
memberi keterangan di depan persidangan. 
 Dalam pemeriksaan alat bukti saksi, pada azasnya setiap orang yang bukan 
para pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila dipanggil oleh Pengadilan 
sebagai saksi, maka ia wajib datang di persidangan untuk memberikan kesaksian. 
Kewajiban memberikan kesaksian di persidangan ini ternyata oleh undang-undang 
disertai pula ancaman berupa sanksi apabila tidak memenuhinya.  
Agar saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dapat didengar sebagai alat 
bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil. 
a. Syarat Formil Alat Bukti Saksi, yaitu : 
1) Saksi memberikan keterangan di depan persidangan. 
Seorang saksi yang dipanggil secara patut untuk menghadap di 
persidangan, ia wajib datang menghadap di depan persidangan dan 
apabila panggilan kedua kalinya ia tetap tidak datang menghadap, maka 
pengadilan dapat memerintahkan secara paksa untuk datang ke 
pengadilan. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi pasal 140 dan 141 
HIR/166 dan 167 R.Bg. 
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2) Saksi yang dibolehkan untuk didengar sebagai saksi. 
Ada kelompok yang tidak dapat didengar sebagai saksi disebabkan 
karena ada hubungan kekerabatan, hubungan jabatan atau karena faktor 
lain yang dilarang untuk menjadi saksi, hal tersebut diatur dalam 
ketentuan pasal 145 HIR/172 R.Bg, disebutkan orang-orang tidak dapat 
didengar sebagai saksi tersebut adalah: 
a) Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan menurut 
keturunan yang lurus dari salah satu pihak. 
b) (R.Bg.), saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan 
keponakan di dalam daerah Keresidenan Bengkulu, Sumatra Barat 
dan Tapanuli kalau hak waris diatur menurut adat setempat. 
c) Isteri/suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai. 
d) Anak-anak yang tidak dapat diketahui benar apakah umurnya sudah 
cukup 15 tahun. 
e) Orang gila meskipun kadang-kadang terang ingatannya.19 
 
3) Saksi harus mengangkat sumpah sebelum memberi keterangan. 
Adanya kemungkinan saksi palsu yang sengaja diajukan oleh pihak 
bersangkutan untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada 
hakim di persidangan. Karena itu untuk menjaga agar saksi di dalam 
memberikan keterangan yang benar, maka setiap saksi sebelum 
memberikan keterangan/ kesaksian diwajibkan untuk bersumpah/berjanji, 
yang diucapkan di hadapan kedua belah pihak di persidangan. Sumpah 
tersebut disebut diatur Pasal 147 HIR/175 R.Bg. yang menyebutkan, 
“....., maka sebelum saksi itu memberikan keterangannya, ia lebih dahulu 
disumpah menurut agamanya”.20 
 
 19 Ibid, hlm. 70. 
 20 Ibid, hlm. 71. 
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Apabila telah disumpah ia enggan memberikan keterangan, maka atas 
permintaan yang bersangkutan hakim dapat memeritahkan menyandera 
saksi. Pasal 148 HIR/176 R.Bg menyebutkan, “Jika di luar hal yang 
tersebut pada pasal 146 HIR/174 R.Bg seorang saksi menghadap di 
persidangan enggan disumpah, atau enggan memberikan keterangan, 
maka atas permintaan pihak yang berkepentingannya, ketua dapat 
memberi perintah, supaya saksi itu disandera sampai saksi itu memenuhi 
kewajibannya”.21 
 
b. Syarat Materiil Alat Bukti Saksi, yaitu : 
1) Keterangan yang diberikan mengenai yang dialami, didengar dan 
dilihatnya sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas 
sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran dan 
penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa dianggap tidak memenuhi 
syarat materiil. Keterangan saksi yang demikian itu dalam hukum 
pembuktian tersebut “testimonium de auditu” dan tidak mempunyai nilai 
kekuatan pembuktian.22 
2) Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan bagaimana diketahuinya 
hal-hal yang diterangkan (pasal 171 ayat (1) HIR. Maksudnya setiap 
saksi yang keterangan harus menerangkan bagaimana dia bisa 
mengetahui atau mendengar peristiwa atau kejadian. Karenanya tidak 
 
 21 Ibid. hlm. 70. 
 22 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 
(Jakarta, Yayasan AL Hikmah, 2000), hlm. 144. 
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cukup jika saksi mengetahui peristiwanya tanpa menerangkan juga sebab 
musababnya peristiwa itu.23 
3) Isi keterangan seorang saksi harus sama, sesuai dan cocok dengan isi 
keterangan saksi lainnya, atau sesuai dengan alat bukti lainnya, atau 
sesuai dengan apa yang diketahui hakim dari sudut lain tentang perkara 
yang disengketakan (pasal 172 HIR/309Rbg).24 
 
2. Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perceraian. 
 
Tujuan pembuktian yaitu untuk memberikan kepastian kepada Hakim 
tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa 
atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak terhadap sesuatu yang belum 
jelas atau sesuatu yang menjadi sengketa. 
Menurut H. Taufiq, peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan di muka 
persidangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (1) peristiwa atau 
kejadian tersebut harus merupakan peristiwa atau kejadian yang disengketakan, 
(2) peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat diukur, terikat ruang dan waktu, 
(3) peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang 
disengketakan, (4) peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan dan (5) 
peristiwa atau kejadian tersebut tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan.25 
 
 23 Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, (Jaudar Press, 2017), 
hlm. 456. 
 24 Ibid, hlm. 457. 
 25 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata..., hlm. 130-131. 
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Di dalam perkara perceraian ada 2 (dua) hal pokok yang harus dibuktikan 
oleh Penggugat/Pemohon, yang pertama tentang legalitas perkawinan dan kedua 
tentang alasan terjadinya perceraian. 
a. Legalitas Perkawinan : 
Perkawinan hanya sah apabila dapat dibuktikan dengan sebuah akta 
nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, tanpa adanya akta nikah 
maka perkawianan tidak dapat dibuktikan. Ditegaskan dalam pasal 7 
Kompilasi Hukum Islam, bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan 
sebuah akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.26 
Akta nikah ini adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan 
pembuktian mengikat atau sempurna. Menurut Abdul Manan, kekuatan 
pembuktian tersebut adalah (1) pembuktian formal, yaitu pembuktian antara 
pihak bahwa mereka sudah melaksanakan apa yang tertulis di dalam akta 
tersebut, (2) pembuktian materiil, yaitu pembuktian antara pihak bahwa 
peristiwa yang tertulis di dalam akta tersebut telah terjadi, (3) pembuktian 
mengikat, yaitu pembuktian antara para pihak ketiga, bahwa pada tanggal dan 
waktu tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada 
pegawai dan menerangkan apa yang telah tertulis di dalam akta tersebut.27 
Lebih jauh ditegaskan juga dalam pasal 165 HIR sebagai berikut : 
Surat (akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuatdemikian oleh 
atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, 
menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan 
 
 26 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, 
Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI,(Jakarta, 1998/1999), hlm. 15. 
 27 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata..., hlm. 139. 
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sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang hal yang 
disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu 
sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang 
diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat 
(akte) itu.28 
Oleh karena akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna 
dan mengikat, maka akta tersebut tidak lagi memerlukan bukti tambahan dan 
hakim wajib mempercayai kebenaran apa yang tertulis dalam akta tersebut 
selama tidak dibuktikan sebaliknya.  
Tanpa adanya bukti akta nikah, menurut undang-undang pasangan 
suami istri tidak mempunyai legalitas sebagai suami istri yang sah. Dalam hal 
pasangan seperti ini harus terlebih dahulu diajukan isbat nikah ke Pengadilan. 
Disebutkan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hakum Islam, bahwa itsbat 
nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas berkenaan dengan : 
(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 
(b) Hilang Akta Nikah.  
(c) Ada keraguan tentang sah/tidaknya salah satu syarat perkawinan. 
(d) Adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya UU Nomor 1 
Tahun 1974. 
(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.29 
 
b. Alasan Terjadinya Perceraian.  
Alasan perceraian diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 
tahun 1974 Jo. pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, adalah sebagai berikut : 
 
 28 Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI, Kumpulan 
Peraturan Perundang-undangan…, hlm. 77. 
 29 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum 
Islam…, hlm. 16. 
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a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi 
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal 
lain di luar kemauannya; 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain; 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri; 
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga.30 
 
 
Dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menambahkan dengan 2 (dua) 
point alasan percaraian lagi dan ini hanya berlaku bagi orang Islam, yaitu : 
 
g. Suami melanggar taklik talak; 
h. Peralihan  agama   atau   murtad  yang   menyebabkan   terjadinya 
ketidakrukunan dalam rumah tangga.31 
 
Dari alasan-alasan perceraian tersebut diatas, yang sering diajukan 
sebagai bukti oleh para pihak di persidangan adalah alat bukti saksi, kecuali 
perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 
tahun 1975 Jo. Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 
 
30 Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050). 
31 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum 
Islam…, hlm. 57. 
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2009, yaitu bila salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung.  
Dalam pasal diatas sudah sangat jelas, bahwa “salinan” putusan pidana 
yang bersangkutan langsung dianggap mempunyai kekuatan pembuktian 
“yang menentukan” atau mempunyai kekuatan pembuktian yang memaksa. 32 
 
------ 
 
32 M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama 
(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), (Jakarta, Pustaka Kartini, 1990), hlm.259.  
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SRAGEN  
DAN PEMERIKSAAN SAKSI KELUARGA ATAU ORANG DEKAT  
DALAM PERKARA PERCERAIAN ATAS ALASAN  
PERTENGKARAN TERUS MENERUS 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sragen 
 
1. Keadaan Geografis  
Kabupaten Sragen terletak pada garis lintang 7º15’–7º30’ Lintang Selatan 
dan garis bujur 110º45’–111º10’ Bujur Timur. Posisi Kabupaten Sragen berada di 
perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur dan terletak di jalur utama jalan 
raya Solo-Surabaya. 1 
Kabupaten ini merupakan gerbang utama sebelah timur Propinsi Jawa 
Tengah, yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur. Sragen juga 
dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya-Jakarta). Sedangkan 
batas-batas wilayah Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut : 
• Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. 
• Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Purwodadi. 
• Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. 
• Sebelah barat berbatasan dengan Kota Madya Surakarta dan Kabupaten 
Boyolali. 2 
 
Pengadilan Agama Sragen merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dalam 
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang berkedudukan di 
Kabupaten Sragen dengan alamat di Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen, Telp dan 
 
1  Pengadilan Agama Sragen, Laporan Tahunan,  2017, hlm. 3. 
2  Ibid. 
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Fax. (0271) 895145, Website www.pa-sragen.go.id.3  Wilayah Hukum (yuridiksi) 
Pengadilan Agama Sragen meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sragen, yang luas 
wilayah 941,55 km2, terdiri dari 20 Kecamatan dan 208 Kelurahan atau Desa, 
dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2016 
berjumlah 882.090 jiwa. 4  
Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia yang 
telah diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan yang 
telah diperbarui dengan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman.5 
Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2017 
sebanyak 2.795 perkara, dengan rincian perkara contetius (gugatan) sebanyak 
2.475 perkara dan voluntair (permohonan) sebanyak 320 perkara. Dari perkara 
yang diterima tersebut ada sekitar 86,65% adalah perkara perceraian, terdiri dari 
cerai gugat 1658 perkara dan cerai talak 764 perkara.6 
 
 
 
 
 
 
3 Pengadilan Agama Sragen, www.pa-sragen.go.id, diakses pada anggal 6 Juli 2018 jam 
20.00 WIB. 
4     Pengadilan Agama Sragen, Laporan Tahunan..., hlm. 5. 
5  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah 
diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan UU No. 4 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 2004 nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358). 
6    Pengadilan Agama Sragen, Laporan Tahunan..., hlm. 27. 
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2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sragen 
Pengadilan Agama sudah dikenal di wilayah Surakarta dan sekitarnya 
sejak tahun 1870 yang saat itu lembaga tersebut di bawah naungan Kasunanan 
Surakarta yang susunan serta jalannya peradilan diatur dan ditentukan oleh 
Kasunanan Surakarta. 
Pengadilan Agama Sragen dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 
152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19 
dengan Raad Agama/Penghulu Landraad yang secara kelembagaan Pengadilan 
Agama Sragen terbentuk pada tahun 1892 dengan pimpinannya yang pertama 
bernama R. Hasan Zaenal Musthofa. 7 
 
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sragen 
Pengadilan Agama Sragen mempunyai visi “Mendukung Terwujudnya 
Badan Peradilan yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Agama Sragen”.8 
Sedangkan misi dari Pengadilan Agama Sragen antara lain : 
a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 
b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka 
peningkatan pelayanan pada masyarakat. 
c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 
d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif 
dan efisien. 
e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 9  
 
 
 
 
7  Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Profil Peradilan Tinggi Agama Se-Jawa Tengah, 
2014, hlm. 141. 
8  Pengadilan Agama Sragen, Laporan Tahunan..., hlm. 6. 
9  Ibid. 
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4. Uraian Tugas Pejabat Pengadilan Agama Sragen 
Sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015  tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan, maka 
Pengadilan Agama Sragen menjabarkan dalam uraian tugas, sebagai berikut: 
a. Ketua Pengadilan Agama, bertugas : 
1) Membagi pembagian tugas para hakim 
2) Membagikan semua berkas dan/atau surat-surat lain yang 
berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada 
Majelis Hakim untuk diselesaikan. 
3) Menetapkan perkara berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat 
perkara tertentu yang menyangkut kepentingan umum harus segera 
diadili, maka perkara itu didahulukan. 
4) Mengawasi pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
5) Mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, 
panitera, sekretaris dan jurusita.10 
 
 
b. Wakil Ketua, bertugas : 
1) Membantu Ketua dalam tugas-tugasnya sehari-hari. 
2) Melaksanakan tugas-tugas Ketua dalam hal Ketua berhalangan. 
3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.11 
 
 
c. Hakim, bertugas : 
1) Membantu pencari keadilan. 
2) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. 
3) Memimpin persidangan. 
4) Memeriksa dan mengadili perkara. 
5) Meminutir berkas perkara. 
6) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan. 
7) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 
8) Mengawasi penasehat hukum.12 
 
 
 
10   Ibid, hlm. 9. 
11   Ibid, hlm. 10.  
12   Ibid. 
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d. Panitera, bertugas : 
1) Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas panitera 
muda dan panitera pengganti. 
2) Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang 
Pengadilan. 
3) Menyusun berita acara persidangan. 
4) Melaksanakan penetapan dan putusan Pengadilan. 
5) Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan. 
6) Membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
7) Bertanggungjawab kepengurusan berkas perkara, uang titipan pihak 
ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di 
kepaniteraan. 
8) Membuat akta permohonan banding, pemberitahuan permohonan 
banding, penyampaian salinan memori/kontra memori banding.  
9) Pemberitahuan permohonan kasasi, pemberitahuan dan penyampaian 
salinan memori kasasi/kontra memori kasasi. 
10) Melegalisir surat-surat yang dijadikan bukti dalam persidangan. 
11) Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan esksekusi kepada 
ketua Pengadilan Agama. 
12) Mengawasi pelaksanaan pelelangan yang ditugaskan/diperintahkan 
oleh Ketua Pengadilan Agama. 
13) Menerima uang titipan pihak ketiga yang ditugaskan/diperintahkan 
oleh Ketua Pengadilan Agama.13 
 
 
e. Sekretaris, bertugas : 
1) Bertanggung jawab terhadap atas kelancaran pelaksanaan tugas di 
kesekretariatan. 
2) Memimpin pelaksanaan tuga kesekretariatan.  
3) Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahunya. 
4) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan. 
5) Membagi tga kepada para bawahan dan menetapkan 
penanggungjawab kegiatan kesekretariatan.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
13  Ibid, hlm. 11.  
14  Ibid, hlm. 13.  
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5. Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Sragen 
a. Pembuatan Gugatan 
1) Gugatan diajukan secara tertulis atau lisan.  
2) Dianjurkan kepada penggugat untuk meminta petunjuk kepada 
Pengadilan Agama tentang tata cara membuat surat gugatan. 
3) Surat gugatan dapat diubah sepanjang tidak merubah posita dan 
petitum. Jika tergugat telah menjawab surat gugatan, maka perubahan 
tersebut harus atas persetujuan tergugat. 
4) Gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat 
kediaman tergugat/termohon, kecuali istri meninggalkan tempat 
kediaman bersama tanpa izin suami, maka gugatan diajukan kepada 
pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 
Tergugat (suami). 
5) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka 
gugatan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya 
meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan 
Agama Jakarta Pusat. 
6) Gugatan/permohonan tersebut memuat pertama identitas, yaitu nama, 
umur, agama, pendidikan, pekerjaan dan tempat kediaman para pihak, 
kedua memuat posita, yaitu fakta kejadian dan fakta hukum serta 
ketiga memuat petitum, yaitu hal-hal yang dituntut.15 
 
 
b. Alur Pendaftaran Gugatan/Permohonan. 
 
Alur atau tahap proses pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama 
Sragen adalah sebagai berikut : 
1) Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa 
surat gugatan atau permohonan. 
2) Pihak berperkara menghadap petugas Meja Satu dan menyerahkan 
surat gugatan atau surat permohonan, sebanyak 3 (tiga) rangkap 
(Majelis Hakim) ditambah jumlah Tergugat. 
3) Petugas Meja Satu meneliti kelengkapan berkas perkara, menaksir 
besarnya panjar biaya perkara dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk 
Membayar (SKUM) berdasarkan jumlah para pihak dan radius tempat 
tinggal para pihak, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 
90 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU 
No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009. 
4) Petugas Meja Satu menyerahkan kembali surat gugatan atau 
permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM dalam 
rangkap 3 (tiga). 
 
15  Haniek Farida, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sragen, Wawancara 
Pribadi, 9 Juli 2018, Jam 13.00-16.00.  
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5) Pihak berperkara menyerahkan surat gugatan/permohonan kepada 
pemegang kas (Kasir) dan membayar biaya perkara berdasarkan 
SKUM ke bank yang ditunjuk. 
6) Pihak berperkara menyerahkan slip bank tersebut dan menyerahkan 
SKUM pada pemegang kas (kasir). 
7) Pemegang kas meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali 
kepada pihak berperkara setelah memberi tanda lunas dalam SKUM 
dan memberikan nomor perkara berserta surat gugatan/permohonan 
yang bersangkutan. 
8) Pihak berperkara menyerahkan surat gugatan/permohonan sebanyak 3 
rangkap ditambah jumlah tergugat kepada petugas Meja Dua;  
9) Petugas Meja Dua mencatat surat gugatan/permohonan yang telah 
diberi nomor oleh Kasir ke dalam buku register yang bersangkutan.16 
c. Waktu dan Proses Persidangan 
1) Ketua Pengadilan menetapkan Penetapan Majelis Hakim (PMH). 
2) Majelis yang ditunjuk menetapkan Penatapan Hari Sidang (PHS).  
3) Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil para pihak untuk menghadap 
ke persidangan. 
4) Pemanggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada pihak, tenggang 
waktu pemanggilan dengan hari sidang paling sedikit 3 hari kerja. 
5) Persidangan dilaksanakan dengan sidang Majelis, diawali dengan 
pemeriksaan identitas para pihak, kemudian dilakukan mediasi dalam 
upaya perdamaian di luar persidangan.  
6) Setelah upaya perdamaian/mediasi tidak berhasil sidang dilanjutkan 
pembacaan gugatan/permohonan, jawaban, replik dan duplik setelah 
itu dilanjutkan dengan pembuktian. 
7) Tahap berikutnya adalah penyampaian kesimpulan dari pihak 
berperkara kemudian dilanjutkan muasyawarah majelis dan 
pembacaan putusan. 17 
 
B.  Ringkasan Kasus 
Untuk memperoleh gambaran tentang kasus akan menjadi bahan bahasan 
dalam skripsi ini, terlebih dahulu diuraikan ringkasan kasus perceraian atas alasan 
pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus (syiqaq) dari putusan Pengadilan 
Agama Sragen, yaitu Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2017/PA.Sr, tanggal 19 Desember 
 
16   Ibid. 
17    Ibid. 
41 
 
2017 dan Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2017/PA.Sr, tanggal 04 Desember 2017, kedua 
putusan telah berkekuatan hukum tetap. 
 
1. Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/PA.Sr.18 
 Dalam putusan ini disebutkan, seseorang berinisial SM binti S (Penggugat), 
umur 39 tahun, agama Islam, alamat Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten 
Sragen, menggugat seseorang bernama TS bin JS (Tergugat), umur 42 tahun, agama 
Islam, alamat Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. 
 
a. Dasar gugatan 
− Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 
1999, mereka dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. 
− Bahwa dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan 
Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat suka berjudi, malas 
bekerja dan tidak bertanggung jawab kepada anak dan keluarga. 
− Bahwa untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga Penggugat bekerja 
sebagai TKW di Taiwan namun di rumah Tergugat tidak berubah hingga 
mengakibatkan mereka sering terjadi pertengkaran lewat HP. 
− Bahwa atas dasar dali tersebut Penggugat menuntut untuk diceraikan dari 
Tergugat;  
b. Jawaban Tergugat : 
− Bahwa tidak benar bila rumah tangganya sering bertengkar, ada 
pertengkaran kecil tetapi biasa dalam berrumah tangga.  
 
18   Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1095/Pdt.G/2017/PA.Sr. tanggal 19 
Desember 2017. 
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− Bahwa tidak benar dalil Penggugat, karena Tergugat juga bekerja dan 
memberi nafkah Penggugat walau sedikit. Tergugat tidak sering berjudi 
tetapi hanya bermain kartu tanpa taruhan uang dan Tergugat selalu patuh, 
sayang dan sopan kepada mertua. 
− Tergugat tidak mau bercerai dan mohon kepada Hakim untuk menolak 
gugatan Penggugat seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima. 
c. Alat Bukti Penggugat:  
− Surat-surat : Foto copy KTP, Fotokopi Kutipan Akta Nikah. 
− Saksi-saksi Penggugat : 
Saksi I : Ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah memberi keterangan ia 
melihat dan mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar 
mulut, Tergugat sering berjudi (media kartu), malas bekerja dan tidak 
memberi nafkah kepada anak dan Penggugat. 
Saksi II : Saudara sepupu/tetangga rumah, dibawah sumpah memberi 
keterangan ia mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, 
Tergugat sering berjudi (kartu), malas bekerja dan tidak memberi nafkah 
kepada anak serta tidak mau baik dengan keluarga Penggugat. 
c. Alat Bukti Tergugat:  
− Saksi-saksi Tergugat: 
Saksi I : Teman Tergugat, dibawah sumpah memberi keterangan ia tidak 
mengetahui permasalahan rumah tangga mereka. Yang diketahui saksi, 
Penggugat pergi ke luar negeri Penggugat atas ijin dari Tergugat dan sejak 
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lebih kurang 6 bulan yang lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya 
hingga sekarang. 
− Saksi II : Teman kerja Tergugat, dibawah sumpah memberi keterangan, 
bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga keduanya. Saksi 
mengetahui, Penggugat pergi ke luar negeri Penggugat atas ijin dari 
Tergugat dan sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu Tergugat pulang ke 
rumah orang tuanya hingga sekarang. 
d. Pertimbangan Hukum 
− Bahwa hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga 
melalui mediator, namun tidak berhasil. 
− Bahwa percaraian atas alasan telah sering terjadi perselisihan dan 
pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, 
pertengkaran tersebut sudah sejak sebelum Penggugat ke luar negeri sampai 
Penggugat telah di luar negeri lewat Hand Phone (HP). 
− Untuk memenuhi maksud pasal 76 UU No. 7/1989 tentang Peradilan 
Agama yang diubah dengan UU No. 3/2006 dan perubahan kedua dengan 
UU No. 50/2009, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi dari pihak 
keluarga atau orang dekat dengan para pihak. 
− Kesimpulan Hakim bahwa pertengkaran yang terus menerus berakibat 
pecah (broken marriage) rumah tangganya sehingga telah memenuhi unsur-
unsur terjadinya perceraian.  
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− Dalil Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian pasal 39 ayat (2) 
UU No. 1/1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 dan Pasal 116 huruf (f) 
Kompilasi Hukum Islam. 
e. Amar Putusan. 
− Mengabulkan gugatan Penggugat. 
− Menjatuhkan talak satu ba’in shughro Tergugat (TS bin JS) kepada 
Penggugat (SM binti SH). 
− Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 
391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 
2. Perkara Nomor 1377/Pdt.G/2017/PA.Sr.19 
 Dalam putusan ini disebutkan, seseorang berinisial DS binti P (Pemohon), 
umur 30 tahun, agama Islam, alamat Desa Ngarum, Kecamatan Ngrampal, 
Kabupaten Sragen, mengajukan cerai talak terhadap seseorang bernama perempuan 
bernama DRW bin HS (Termohon), umur 29 tahun, agama Islam, alamat Desa 
Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. 
 
a. Dasar permohonan 
− Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 
2011, mereka dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. 
− Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak 
bulan Desember 2011 mereka mulai tidak rukun dan sering terjadi 
 
19  Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1377/Pdt.G/2017/PA.Sr. tanggal 04 
Desember 2017. 
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perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak bersedia diajak 
ke tempat pekerjaan Pemohon di Ternate; 
− Pada bulan April 2016 timbul lagi perselisihan dan pertengakaran lagi 
karena Termohon menuduh berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan 
yang jelas. 
− Sejak bulan April 2016 Termohon minta diantarkan pulang ke rumah orang 
tuanya sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah 
rumah hingga sekarang atau sekitar 1 tahun 3 bulan lamanya; 
− Bahwa atas dasar dali tersebut Pemohon menuntut untuk memberi izin 
untuk menceraikan Termohon;  
b. Jawaban Termohon : 
− Bahwa beberapa bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon 
telah berpisah, karena Pemohon merantau ke Ternate, sedangkan Termohon 
tinggal di rumah orang tua Termohon; 
− Bahwa pada bulan April 2016 Termohon menyusul ke Ternate, namun tidak  
lama disana antara Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan 
Pemohon disana main perempuan, main judi dan mabuk-mabukan hal itu 
Termohon lihat sendiri; 
− Bahwa selama ini Pemohon hanya memberi nafkah setiap bulan hanya Rp. 
100.000,- sampai Rp. 200.000,- itupun lewat orang tua Termohon. 
− Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon namun Termohon 
minta kompensasi yaitu nafkah anak dari umur 1 tahun sampai 5 tahun 
setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 5 tahun (60 
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bulan) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) dan membayar uang iddah 
sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta). 
c. Alat Bukti Pemohon:  
− Surat-surat : Foto copy KTP, Fotokopi Kutipan Akta Nikah. 
− Saksi-saksi Termohon : 
Saksi I : Ayah kandung Pemohon, dibawah sumpah memberi keterangan, 
sejak bulan April 2016 mereka telah berpisah tempat tinggal, Pemohon 
pulang ke rumah saksi sedang Termohon tinggal di rumah orangtuanya, 
mereka bertengkar karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh tanpa 
alasan. Di Ternate Pemohon bekerja di bengkel dengan penghasilan Rp. 
1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan. Saksi sudah 
berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil dan tidak sanggup 
untuk merukunkan keduanya; 
Saksi II : Tetangga dekat, dibawah sumpah memberi keterangan, setelah 
menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon, 2 bulan berikutnya 
Pemohon merantau ke Ternate kemudian pada bulan April 2016 Termohon 
menyusul Pemohon ke Ternate. Menurut cerita Pemohon, mereka disana 
sering bertengkar karena Termohon cemburu kepada Pemohon tanpa alasan 
dan minta diantarkan pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak bulan 
April 2016 mereka berpisah rumah hingga sekarang; 
c. Alat Bukti Termohon:  
− Saksi-saksi Termohon: 
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Saksi I : Ayah kandung Termohon, dibawah sumpahnya memberi 
keterangan, setelah menikah Pemohon pergi ke Ternate dan meninggalkan 
Termohon tanpa nafkah yang layak. Pada bulan April 2016 Termohon 
menyusul ke Ternate namun sesampai disana hanya sebentar, karena tidak 
diperdulikan Pemohon dan sering terjadi pertengkaran, kemudian Termohon 
minta untuk dipulangkan dan sekarang Termohon tinggal di rumah saksi, 
sejak itu Pemohon tidak datang atau memberikan nafkah kepada Termohon 
hingga sekarang. 
Saksi II : Tetangga Termohon, dibawah sumpah memberi keterangan, 
setelah menikah mereka hidup bersama selama 2 bulan, lalu Pemohon pergi 
ke Ternate dan meninggalkan Termohon, kemudian pada bulan April 2016 
Termohon menyusul ke Ternate namun hanya sebentar dan Termohon 
pulang lagi ke rumah orang tuanya diantarkan oleh Pemohon, sejak saat itu 
Pemohon tidak pernah datang atau tidak memberikan nafkah kepada 
Termohon. 
d. Pertimbangan Hukum 
− Bahwa hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga 
melalui mediator, namun tidak berhasil. 
− Bahwa mereka adalah suami istri yang sah.   
− Bahwa perceraian atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 
terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, pertengkaran tersebut 
karena Termohon tidak taat (tidak mau) untuk diajak pergi ke Ternate oleh 
Pemohon, dan setelah menyusul ke Ternate pada bulan April 2016 
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Termohon tidak taat bahkan menuduh Pemohon berselingkuh dengan 
wanita lain tanpa alasan, yang pada puncaknya sejak bulan April 2016 itu 
jugaTermohon minta diantarkan pulang ke rumah orang tua Termohon dan 
sejak saat itu mereka telah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi 
hingga sekarang atau lebih 1 tahun lamanya. 
− Untuk memenuhi maksud pasal 76 UU No. 7/1989 tentang Peradilan 
Agama yang diubah dengan UU No. 3/2006 dan perubahan kedua dengan 
UU No. 50/2009, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi dari pihak 
keluarga atau orang dekat dengan Pemohon atau Termohon. 
− Kesimpulan Hakim bahwa pertengkaran yang terus menerus berakibat 
pecah (broken marriage) rumah tangganya sehingga telah memenuhi unsur-
unsur terjadinya perceraian.  
− Dalil Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian pasal 39 UU No. 
1/1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 dan Pasal 116 huruf (f) 
Kompilasi Hukum Islam. 
e. Amar Putusan. 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
2. Memberi izin kepada Pemohon (DS bin P) untuk menjatuhkan talak satu 
raj’i terhadap Termohon (DRW binti HS) di depan sidang Pengadilan 
Agama Sragen; 
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : 
3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 
3.2. Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 
49 
 
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak 
yang bernama Arya Raja Kencana umur 5 tahun minimal sebesar  Rp. 
500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama anak tersebut diasuh 
oleh Termohon dan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri; 
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 
Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); 
 
 
 
 
------ 
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BAB IV  
ANALISA KEDUDUKAN SAKSI KELUARGA ATAU ORANG DEKAT  
DALAM PERKARA PERCERAIAN ATAS ALASAN PERTENGKARAN  
TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN  
 
Dari ringkasan 2 (dua) kasus di atas, yang keduanya merupakan produk 
Pengadilan Agama Sragen, maka dalam bagian ini penulis mengemukakan analisa 
sehingga dapat diketahui bagaimana sebenarnya kedudukan saksi keluarga atau orang 
dekat dalam perkara perceraian atas alasan pertengkaran dan perselisihan, khususnya 
perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Sragen. 
Kedua perkara ini mempunyai pokok permasalahan yang sama, yaitu perkara 
perceraian atas alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus atau syiqaq, 
di mana majelis hakim Pengadilan Agama Sragen mengabulkan  keduanya. Perkara 
pertama adalah perkara cerai gugat, isteri sebagai Penggugat dan suami sebagai 
Tergugat, sedangkan kasus kedua adalah perkara cerai talak, suami sebagai Pemohon 
dan isteri sebagai Termohon. Sepintas lalu kedua kasus ini nampak sama tetapi 
sebetulnya berbeda dan masing-masing mempunyai spesifik sendiri-sendiri. 
Dari jalannya dua perkara di atas dapat diketahui dengan jelas, bahwa alasan-
alasan Penggugat/Pemohon mengajukan perkara perceraian ini, ialah karena telah 
tejadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dengan sebab-sebab 
pertengkaran yang berbeda. Kemudian untuk membuktikan dakwaannya, 
Penggugat/Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan dua orang saksi dari pihak 
keluarga atau orang dekat dengan suami isteri tersebut. 
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Kasus pertama, yaitu antara seorang perempuan bernama SM binti S yang 
menggugat suaminya bernama TS bin JS Penyebab terjadinya pertengkaran dan 
perselisihan adalah karena Tergugat tidak memperhatikan kewajibannya sebagai 
seorang suami, Penggugat sebelum berangkat keluar negeri sering terjadi 
pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat suka main judi dan malas 
bekerja, selain itu Tergugat tidak mau sholat, tidak mau tanggung jawab kepada 
anaknya dan tidak membina hubungan baik dengan keluarga Penggugat dan setelah 
Pemohon bekerja di luar negeri juga sering terjadi pertengkaran lewat Hand Phone 
(HP) yang penyebabnya Tergugat sering bermain judi, malas bekerja dan tidak tidak 
mau tanggung jawab kepada anaknya serta tidak mau membina hubungan baik 
dengan keluarga Penggugat. 
Dalam kasus ini, majelis hakim Pengadilan Agama Sragen melakukan 
pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Bukti tertulis yang diajukan Penggugat, 
adalah foto copy KTP atas nama Penggugat dan surat nikah. Alat bukti 2 (dua) orang 
saksi, yaitu saksi I adalah Ibu kandung Penggugat dan saksi II adalah saudara sepupu 
Penggugat. Sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat adalah 2 (dua) saksi 
teman dekat Tergugat. Saksi-saksi dari pihak Penggugat dan dari pihak Tergugat 
tersebut didudukan sebagai layaknya saksi, yang terlebih dahulu harus bersumpah 
menurut tata cara agama Islam sebelum memberikan keterangan di persidangan.  
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim telah berusaha mendamaikan 
mereka namun tidak berhasil dan menempatkan keterangan saksi keluarga atau orang 
dekat tersebut sebagai dasar pembuktian, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 
telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk 
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didamaikan dan ada indikasi kuat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah 
pecah (broken married), sehingga harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga 
seperti yang dimaksudkan pasal 1 UU No. 1/1974 sulit diwujudkan; 
Mengenai pemeriksaan alat bukti ini, khususnya saksi dari pihak keluarga 
atau orang dekat dalam perkara perceraian atas alasan pertengkaran dan pertengkaran, 
alat bukti saksi mempunyai peranan yang penting termasuk pemeriksaan perkara 
yang diputus dengan verstek, kecuali perceraian karena alasan pasal 19 huruf (c) PP 
No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hakum Islam, yaitu salah satu 
pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan 
berlangsung. Terhadap perkara seperti ini, pembuktian cukup dengan menunjukkan 
salinan putusan dari Pengadilan Negeri yang menyebutkan bahwa Tergugat dihukum 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.  
Dalam perkara seperti kasus di atas, saksi yang diajukan di persidangan itu 
adalah keluarga atau orang dekat dengan suami isteri, mereka tidak hanya sekedar 
dimintai keterangan saja, tetapi mereka didudukan sebagaimana layaknya seorang 
saksi dan mempunyai kewajiban seperti yang ditentukan oleh undang-undang. 
Mereka harus mempunyai tanggung jawab moral terhadap keterangan yang 
disampaikan di persidangan, disamping sebagai keluarga atau orang dekat mereka 
tentu menginginkan jalan terbaik bagi suami isteri yang sudah sulit untuk diharapkan 
dapat rukun kembali. 
Hal ini dimaksudkan, agar lembaga perceraian ini tidak disalahgunakan dan 
merupakan pintu darurat setelah upaya lain mengalami kebuntuan. Karena itu, 
mendengar kesaksian dari saksi pihak keluarga atau orang dekat sangat penting 
artinya, agar tidak terjadi perceraian rekayasa. Perceraian tidak boleh dilakukan hanya 
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berdasar pada kesepakatan untuk bercerai antara suami isteri tanpa adanya alasan 
yang jelas yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus 
menerus, seperti yang dirumuskan dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974 
jo. pasal 19 PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. 
Dalam kasus ini, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan 
pertengkaran terus menerus ialah, Tergugat suka main judi dan malas bekerja 
sehingga berakibat pada problem faktor ekonomi, selain itu juga faktor moral 
Tergugat tidak mau sholat, tidak mau tanggung jawab kepada anaknya dan tidak 
membina hubungan baik dengan keluarga Penggugat. 
Untuk mencari kejelasan tentang alasan-alasan perceraian tersebut, kehadiran 
saksi keluarga atau orang dekat dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran 
dan perselisihan yang terus menerus sangat diperlukan. Karena dengan mendengar 
keterangan para saksi tersebut, hakim yakin bahwa antara suami isteri sudah berada 
dalam kondisi yang sulit untuk didamaikan. 
 
Kasus kedua ini, antara seorang laki-laki DS bin P Sebagai Pemohon 
melawan seorang wanita bernama DRW binti HS, adalah kasus cerai talak yang oleh 
Undang-undang dinamai “permohonan” agak berbeda dengan kasus pertama, 
sekalipun sama-sama bermuara pada perceraian karena alasan pertengkaran dan 
perselisihan yang terus menerus. Dalam kasus ini, penyebab terjadinya pertengkaran 
dan perselisihan tersebut adalah dikarenakan setelah menikah Termohon tidak 
bersedia diajak ke tempat pekerjaan Pemohon di Ternate, dan pada bulan April 2016 
ketika Termohon menyusul ke Ternate terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi 
karena Termohon menuduh Pemohon mempunyai perempuan idaman lain (WIL) 
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tanpa alasan. Karena sering terjadi pertengkaran, Termohon minta diantar pulang dan 
tinggal di rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu keduanya telah berpisah 
tempat tinggal hingga sekarang atau lebih dari 1 tahun 3 bulan. 
Dalam kasus ini, majelis hakim Pengadilan Agama Sragen melakukan 
pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Bukti tertulis yang diajukan Pemohon, adalah 
foto copy KTP atas nama Pemohon dan surat nikah. Alat bukti 2 (dua) orang saksi, 
yaitu saksi I adalah Ayah kandung Pemohon dan saksi II adalah teman dekat 
Pemohon. Sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon adalah 2 (dua) orang 
saksi, yaitu saksi I ayah kandung Termohon dan saksi II tetangga Termohon. Saksi-
saksi dari pihak Pemohon dan dari pihak Termohon tersebut didudukan sebagai 
layaknya saksi, yang terlebih dahulu harus bersumpah sebelum memberikan 
keterangan yang sebenarnya di persidangan. Setelah melalui pemeriksaan 
persidangan yang cukup panjang, akhirnya majelis memberikan putusan, 
mengabulkan permohonan Pemohon, mengizinkan Pemohon untuk menceraikan 
isterinya di depan persidangan Pengadilan Agama Sragen. 
Dalam pertimbangan hukum diuraikan, bahwa dasar sebagai alasan 
perceraian Pemohon dan Termohon adalah pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 jo. pasal 
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut didasarkan pada fakta, bahwa 
rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian pecah dan keduanya telah 
berpisah tempat tinggal, ada indikasi kuat bahwa perkawinan Pemohon dengan 
Termohon untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti yang dimaksudkan 
pasal 1 UU No. 1/1974 sulit diwujudkan. 
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Dalam pemeriksaan kasus ini, Pengadilan telah memenuhi syarat yang 
bersifat imperatif yaitu telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari 
keluarga atau orang dekat dengan suami isteri sebelum menjatuhkan putusannya  
sesuai dengan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 
diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 
Tahun 2009. Dalam kasus perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan 
yang terus menerus tidak lagi melihat siapa yang bersalah. Karena dengan mencari 
penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan, akan cenderung menyalahkan 
pihak yang lain. Dimanapun yang namanya perceraian tidak berdiri sendiri apalagi 
kalau perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan. Sering orang mengibaratkan 
perceraian itu seperti “makan buah simalakama” yang sulit untuk menentukan 
pilihan. Apalagi kalau situasi rumah tangganya sudah jelas tidak mungkin dapat 
dirukunkan dan mesti sama-sama ada korban. Meneruskan perkawinan, berarti 
masing-masing suami isteri seperti hidup dalam penjara yang berkepanjangan atau 
bercerai berarti anak-anak yang menjadi korban. 
Seperti dalam kasus nomor 1377/Pdt.G/2017/PA.Sr. di atas, Pengadilan 
Agama Sragen tidak lagi melihat siapa yang menjadi penyebab terjadi pertengkaran 
dan perselisihan. Yang menjadi pertimbangan majelis hakim, adalah fakta yang 
terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mungkin 
untuk dirukunkan. Disamping itu, tentu majelis hakim telah mempertimbangkan azas 
manfaat dan madharat (bahaya) apabila bercerai atau tidak bercerai. Majelis hakim 
mempunyai keyakinan, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi 
pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus.  
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Dari keterangan para saksi yang berjumlah 4  orang yang diajukan di 
persidangan oleh para pihak, 2 saksi dari Pemohon dan 2 saksi dari Termohon tidak 
ada yang melihat atau mendengar mereka bertengkar tetapi hanya mengetahui bahwa 
mereka telah berpisah hingga lebih dari 1 tahun lamanya atau para saksi itu hanya 
mengetahui pertengkaran dan perselisihan itu dari pihak ketiga atau cerita dari para 
pihak. Dengan demikian kesaksian mereka tersebut adalah kesaksian testimonium de 
auditu, dan tidak termasuk sebagai alat bukti saksi tetapi dapat dijadikan bukti 
persangkaan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya. 
Banyak kasus perceraian yang menggunakan kesaksian testimonium de 
auditu, karena biasanya urusan keluarga sulit mendapatkan saksi yang secara 
langsung melihat peristiwa suami isteri yang menurut kebanyakan orang dianggap 
suatu rahasia. Tetapi karena kesaksian seperti ini tidak berhubungan langsung dengan 
pengalaman saksi sendiri, maka tidak dapat dikelompokkan sebagai alat bukti saksi, 
hanya dikelompokkan sebagai alat bukti persangkaan. 
Kesaksian testimonium de auditu dan bagaimana penerapannya di Pengadilan 
Agama Sragen, penulis telah mengadakan wawancara dengan Drs. Muhammad 
Harits, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Sragen). Beliau mengatakan, bahwa dalam 
kasus perceraian banyak saksi yang masuk kategori saksi seperti ini. Karena kalau 
mau mencari saksi yang klasifikasinya melihat sendiri atau pengalaman yang dialami 
sendiri dalam perkara perceraian tidak mudah, karena pertengkaran suami istri itu 
sesuatu hal yang sangat privat, oleh karena itu pengadilan dapat mempertimbangkan 
kesaksian saksi seperti diatas. Dalam praktek, hakim sering menggunakan keterangan 
saksi testimonium de auditu, apabila didukung dengan bukti lain yang saling 
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bersesuaian. Saksi seperti ini tidak termasuk alat bukti saksi, tetapi termasuk alat 
bukti persangkaan.1 
Lebih lanjut beliau mencontohkan, jika seorang saksi melihat muka seorang 
perempuan yang lebam-lebam atau memar-memar, pada hal saksi tidak pernah 
melihat, mendengar atau mengetahui sendiri pertengkarannya dari pasangan suami 
istri tersebut, kemudian kepada Hakim saksi memberi keterangan tentang muka 
perempuan tersebut yang lebam-lebam atau memar-memar, maka keterangan saksi 
tersebut tidak merupakan alat bukti saksi tetapi merupakan alat bukti persangkaan. 
Meskipun hanya merupakan alat bukti persangkaan tetapi apabila didukung atau 
bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka akan mempunyai arti penting dalam 
pembuktian. Masalah yang sering terjadi di lapangan, adalah sulitnya mendapatkan 
saksi yang langsung melihat sendiri pertengkaran pasangan suami isteri termasuk 
yang menjadi sebab atau alasan pertengkaran. Karena itu Pengadilan Agama Sragen 
tidak menampik adanya alat bukti dari keterangan testimonium de auditu dan saksi 
tersebut tidak masuk dalam kategori alat bukti saksi tetapi termasuk pada kategori 
bukti persangkaan. 2 
Hal senada juga disampaikan oleh Muh. Mahfudz (Hakim Pengadilan Agama 
Sragen) yang menyatakan, bahwa kesaksian testimonium de auditu belum 
mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi keterangan-keterangan yang demikian itu 
dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan atau melengkapi keterangan bukti-
bukti yang saling bersesuaian. Karenanya pendapat yang mengatakan saksi 
 
1  Muhammad Harits, Hakim Pengadilan Agama Sragen, Wawancara Pribadi, 9 Juli 
2018, Jam 13.00-16.00 WIB.  
2   Muhammad Harits, Hakim Pengadilan Agama Sragen, Wawancara Pribadi….. 
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testimonium de auditu sama sekali tidak berarti adalah keliru, karena kesaksian de 
auditu dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan. 3 
 Bagaimana Pengadilan Agama Sragen menerapkan ketentuan pasal 76 ayat 
(1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tersebut? Setelah 
penulis mengadakan wawancara dengan Drs. H. Sanwar, SH., M.Hum. (Hakim 
Pengadilan Agama Sragen), beliau menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Sragen 
telah menerapkan ketentuan pasal tersebut, yaitu pemeriksaan saksi keluarga atau 
orang dekat dalam perkara perceraian alasan pertengkaran terus menerus atau syiqaq. 
Sebelum hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu harus memeriksa saksi dari 
pihak keluarga atau orang dekat dengan suami isteri. Kedudukannya saksi keluarga 
atau orang dekat tersebut benar-benar sebagai saksi yang harus disumpah terlebih 
dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan agar saksi tersebut akan 
memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan dari ketentuan pasal 147 dan 
148 HIR.4 
 Dalam pembahasan masalah syiqaq atau pertengkaran yang terus menerus 
dan cenderung membahayakan salah satu pihak, tidak dapat dilepaskan dengan peran 
hakam. Menurut ketentuan pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, disebutkan 
"Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara 
 
3   Muh. Mahfudz, Hakim Pengadilan Agama Sragen, Wawancara Pribadi, 9 Juli 2018, 
Jam 13.00-16.00 WIB.  
4   Sanwar, Hakim Pengadilan Agama Sragen, Wawancara Pribadi, 6 Agustus 2018, Jam 
14.00-16.00. 
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suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak 
ataupun orang lain untuk menjadi hakam”.5  
 Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan, "hakam adalah orang 
yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau keluarga pihak isteri atau 
pihak lain untuk mencarikan upaya penyesaian perselisihan terhadap syiqaq".6 
 Bagaimana hakam dalam praktiknya di Pengadilan Agama Sragen? Menurut 
Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum. (Hakim Pengadilan Agama Sragen), bahwa selama ini 
di Pengadilan Agama Sragen belum pernah ada kasus sampai pada pengangkatan 
hakam dalam perkara syiqaq atau pertengkaran yang terus menerus. Dalam praktek, 
setelah hakim memeriksa keluarga (ayah, ibu, saudara dan atau orang dekat lainnya) 
sebagai layaknya saksi, kemudian pihak keluarga menyatakan telah berusaha 
mendamaikan (sebelum masuk ke pengadilan) namun tidak berhasil dan pihak 
keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan pasangan tersebut. Hal 
tersebut disebabkan karena biasanya perkara yang masuk ke pengadilan sudah 
meruncing, sehingga pihak keluarga juga sudah tidak sanggup lagi untuk 
mengupayakan perdamaian lewat lembaga hakam.7 
Demikian analisis yang dapat penulis lakukan, terhadap penerapan segala 
ketentuan yang berkait dengan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan 
pertengkaran yang terus menerus, berdasarkan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 
198976 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan 
 
5   UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan UU No. 3 
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400). 
6   Ibid 
7 H. Sanwar, Hakim Pengadilan Agama Sragen, Wawancara Pribadi….. 
60 
 
perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009, khususnya dalam perkara nomor 
1095/Pdt.G/2017/PA.Sr. dan 1377/Pdt.G/2017/PA.Sr. 
---- 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan seperti yang diuraikan di atas, mengenai kedudukan 
saksi keluarga atau orang dekat dalam perkara perceraian atas alasan 
pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kedudukan saksi dalam pemeriksaan perkara perceraian adalah penting, 
karena saksi merupakan alat bukti yang dominan dibanding dengan alat 
bukti-bukti lain, terlebih lagi dalam perkara perceraian atas alasan 
pertengkaran da perselisihan yang terus menerus atau syiqaq. Dalam 
aturan pengecualian (aturan khusus), kedudukan saksi keluarga atau orang 
dekat tidak hanya sekedar dimintai keterangan saja, tetapi benar-benar 
diposisikan sebagaimana lazimnya saksi formal di persidangan. 
2. Pemeriksaan saksi keluarga atau orang dekat dengan suami isteri dalam 
perkara perceraian atas alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus 
menerus (syiqaq), merupakan suatu keharusan yang diwajibkan oleh 
undang-undang. Kelalaian hakim terhadap hal tersebut mempunyai akibat 
hukum, tetapi akibat tersebut tidak sampai pada putusan batal demi 
hukum, melainkan suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. 
Akibat hukumnya putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan yang 
lebih tinggi karena tidak melaksanakan ketentuan undang-undang. Selama 
ini Pengadilan Agama Sragen telah melaksanakan aturan sesuai ketentuan 
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undang-undang yang berlaku, dalam hal mendengarkan keterangan saksi 
dari pihak keluarga atau orang dekat dengan suami isteri. 
 
B.  Saran-saran 
Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, perlu kiranya penulis 
memberikan saran-saran sebagai berikut : 
1. Kedudukan saksi dalam pemeriksan perkara perceraian khususnya 
perceraian atas alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus 
adalah sangat penting, karena itu hendaknya para hakim dan memeriksa 
saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat harus ekstra hati-hati, 
termasuk dalam hal memperhatikan akhlak dan martabat saksi perlu 
diperhatikan. Bisa jadi saksi keluarga itu, ada kecenderungan 
memenangkan keluarganya sendiri dengan mengabaikan kepentingan 
pihak lawan. 
2. Kepada instansi yang berwenang, perlu lebih meningkatkan upaya untuk 
memasyarakatkan Undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan beserta 
aturan pelaksanaannya dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 
dengan UU No. 50 Tahun 2009. Hal ini penting artinya bagai masyarakat 
luas, karena Undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan yang kini 
telah berumur sekitar 45 tahun, tetapi kenyataan di masyarakat masih 
banyak ditemui adanya perkawinan dan perceraian liar. Demikian juga UU 
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan UU No. 
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 yang 
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perubahan terakhir sudah berumur sekitar 10 tahun, juga belum begitu 
dikenal di masyarakat luas, termasuk diantaranya pada kalangan 
mahasiswa Fakultas Syari’ah/Hukum, belum semua mengenal bagaimana 
tata cara beracara di Pengadilan Agama. 
  
-------- 
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